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Abstrak  

The use of digital technology in ASN management is an important factor in the success of bureaucratic reform in 

public services. The application of E-HRM can improve employee performance but there are still gaps that occur 

in the Medan City Government related to user capabilities and user system design. The purpose of this study is to 

analyze evaluate and analyze the application of E-HRM in the bureaucratic transformation of Medan City. The 

dimensions used focus on aspects of bureaucratic transformation, administrative efficiency and ASN performance 

assessment. This research uses qualitative research methods through a literature study approach. Data collection 

is done through source identification using an academic data base. Data analysis techniques are thematic and 

interpretative through three stages, Open coding, Axial coding and narrative synthesis. The results showed that 

there are gaps in the implementation of E-HRM in Medan City. this is evidenced by the unpreparedness of 

infrastructure and employee literacy in using digital systems in ASN governance. The importance of bureaucratic 

reform must be supported by policies based on performance management approaches, independent supervision 

and sociotechnical in maintaining bureaucratic integrity. 

Keywords: E-HRM, digital bureaucracy, administrative efficiency, transparency, performance

1. Latar Belakang 

Pemerintah indonesia telah berupaya melakukan transformasi birokrasi dengan mendurung 

penggunaan sistem electronic human resource management (E-HRM). Perwujudan tata kelola ASN yang 

efisien, modern dan akuntabel menjadi tujuan reformasi birokrasi digital. (Rahman and Aydin 2020) 

Penggunaan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mempermudah perencanaan, pengukuran kinerja, 

pelaporan digital hingga dalam manajemen mutasi pegawai. Sistem yang dibuat terintegrasi pada pengelolaan 

data aparatur sipil negara (ASN). Walaupun begitu, penerapan E-HRM pada birokrasi tingkat daerah terutama 

di Pemerintah Kota Medan, belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan fungsi dan tujuan utama E-HRM 

(Ivanna et al. 2022). Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-kinerja dan e-skp di Kota Medan terdapat 

kesenjangan desain sistem dengan kemampuan penerimaan organisasi. Kekurangan pada aspek infrastruktur 

dan budaya kerja pegawai menjadi tantangan dalam mewujudkan reformasi yang substantif (Schulman 2020). 

Tabel 1. Daftar Jumlah ASN Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah ASN 

Sekolah Dasar (SD) 51 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 60 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 1305 

Diploma I/Akta I 13 

Diploma II/Akta II 121 

Diploma III/Akta III 1507 

Diploma IV/Akta IV 291 
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S1/Sarjana 6730 

S2/Pasca Sarjana 1283 

S3/Doktor 6 

Jumlah total  11367 

Sumber : BPS Kota Medan 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN yang memiliki tingkat pendidikan sarjana S1 

paling banyak berjumlah 6730 orang. Latar belakang pendidikan S3/Doktor merupakan jumlah yang paling sedikit 

yaitu sebanyak 6 orang. Selain itu dapat dilihat juga bahwa masih terdapat ASN yang memiliki tingkat pendidikan 

rendah yaitu jenjang SD, SMP dan SMA dengan total 1416 orang ASN. Hal ini mencerminkan bahwa kesenjangan 

pendidikan tersebut dapat menghambat pemanfaatan E-HRM dalam peningkatan kinerja berbasis digital. (Medan 

n.d.). Kesenjangan yang terjadi bukan hanya pada segi teknis, namun juga berhubungan dengan dimensi struktural 

yang lebih kompleks. Penggunaan E-HRM dapat mengurangi beban administrasi serta mempermudah pelaporan 

data (Rahman, Mordi, and Nwagbara 2018). Namun demikian, (Barns et al. 2017) menyatakan kekurangan 

infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam pencapaian efisiensi tersebut. Sebagian besar kelurahan di 

lingkungan pemerintah kota medan belum memiliki fasilitas internet yang memadai. Hal ini menyebabkan 

perlambatan pembuatan laporan e-kinerja dan e-skp. Aplikasi digital pengelolaan ASN belum sepenuhnya 

terintegrasi sehingga menambah beban administrasi pegawai.  

(ALRawashdeh et al. 2024) kurangnya kemampuan digital ASN dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan 

E-HRM. Penurunan produktivitas pegawai berkurang seiring dengan pertambahan usia. (Argyroudis et al. 2022) 

kesulitan beradaptasi pada sistem baru dapat memperlambat pengelolaan kerja pegawai secara digital. OPD Kota 

Medan masih menggunakan pengumpulan data secara manual walaupun sudah tersedia sistem pengolahan data 

digital. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Penerapan sistem digital di tingkat 

kelurahan Kota Medan tidak menunjukan perubahan signifikan pada proses pelayanan. Dari pemaparan masalah 

tersebut, studi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan E-HRM dalam transformasi 

birokrasi Pemerintahan Kota Medan. Dimensi yang digunakan berfokus pada aspek transformasi birokrasi, 

efisiensi administrasi dan penilaian kinerja ASN. Selain itu, studi ini membahas perbedaan pendapat penelitian 

terdahulu dari segi teoritis maupun empiris yang di hubungkan dengan fenomena yang terjadi di Kota Medan. 

penelitian ini membedah hubungan sistem digital, hasil pelayanan publik serta perilaku birokrasi pegawai. 

Kebaruan pada studi ini terletak pada fokus pendekatan yang digunakan. Selain itu juga cakupan wilayah 

penerapan E-HRM pada pemerintah kota medan. Pembahasan mendalam belum banyak dikaji dalam literatur 

nasional ataupun internasional. 

Justifikasi studi tersebut di kuatkan dengan urgensi efektivitas penilaian reformasi birokrasi melalui 

teknologi digital di tingkat daerah. Keberhasilan penggunaan transformasi digital dalam pengelolaan ASN sangat 

bergantung pada praktik di level daerah. Pembahasan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk mendorong pengembangan E-HRM yang adaptif secara nyata. Selain itu juga menghasilkan kontribusi 

teoritis dan praktis pada pembuatan kebijakan pemerintah daerah berbasis digital. 

2. Metode Penelitian 

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (Sugiyono 2019). 

Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini memiliki tujuan memahami dan mengeksplorasi fenomena 

implementasi E-HRM pada birokrasi pemerintah Kota Medan secara mendalam. Kemudian juga metode kualitatif 

memungkinkan penggalian data, makna, dinamika serta perbedaan yang dihasilkan pada studi ilmiah terdahulu 

yang berhubungan dengan manajemen ASN melalui E-HRM. Penggunaan studi literatur pada studi untuk 

menyintesis penemuan yang sudah ada, melakukan evaluasi hasil dan menciptakan pemahaman utuh yang lebih 

konseptual (Lewin et al. 2018). Peneliti tidak melakukan wawancara ataupun observasi , namun fokus mengkaji 

temuan secara sistematik dari sumber-sumber ilmiah yang relevan. Selain itu, studi literatur dimanfaatkan untuk 

mencari research gap dan hasil teoritis pada penerapan E-HRM dalam sektok publik. 

3.  Hasil dan Diskusi 

Efisiensi Administrati 

Penggunaan E-HRM dalam proses administrasi harus berinteraksi antara struktur sosial dan budaya 

birokrasi organisasi berdasarkan teori Sosioteknis Emery & Trist, 1960. Implementasi tersebut sering terdapat 

kesenjangan yang terjadi di wilayah pemerintahan kota medan. (Obeidat 2016) menyatakan penerapan E-HRM 

secara signifikan dapat mengurangi biaya dan waktu ASN.  Namun studi (Rana and Kaur 2024) menjelaskan 
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terdapat faktor penghambat implementasi E-HRM disebabkan oleh kesenjangan jaringan internet dan infrastruktur 

yang kurang memadai. Koneksi jaringan internet yang tidak stabil dapat menghalangi penerapan E-SKP dan E-

kinerja. Pentingnya pendataan secara digital tentang wilayah dan anggaran prioritas perlu dilakukan untuk 

mendukung transformasi birokrasi digital di Kota Medan.  

Studi lain menyatakan E-HRM mempermudah penyampaian laporan kinerja, namun (Stier et al. 2020) 

melaporkan penginputan data secara manual masih digunakan karena sistem belum terintegrasi walaupun sudah 

dilaporkan secara digital. Otomatisasi data melalui teknologi harus sejalan dengan beban kerja yang diberikan 

kepada ASN. Fakta ini terjadi di Kota Medan dengan dibuktikan beberapa pegawai menganggap e-kinerja sebagai 

tambahan beban kerja karena sebelumnya sudah terbiasa dengan sistem manual. Kekurangan tersebut dapat 

diantisipasi dengan membentuk satgas untuk sinkronisasi cara penggunaan aplikasi dari OPD terkait.   

(Alqarni et al. 2023) menyatakan bahwa pegawai yang menggunakan E-HRM dapat mengefisienkan waktu 

jika memiliki kemampuan digital yang tinggi. Implementasi E-HRM meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, 

menyederhanakan proses administrasi dan meminimalisir keterlambatan birokrasi (Akbar and Tjenreng 2025). 

Integrasi teknologi dan sumber daya manusia meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan budaya 

organisasi yang sehat (Gunawan et al. 2023). Studi dari (Lubis 2024) menyebutkan integrasi teknologi digital di 

Pemerintahan Kota Medan melalui E-HRM mengurangi pengaduan dan meningkatkan partisipasi publik. 

Namun, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan resistensi terhadap perubahan menjadi 

penghambat penerapan E-HRM (Poshai and Intauno 2024). ASN yang sudah berusia 50 tahun ke atas mengalami 

hambatan adaptasi (Gusty, RFS, and A 2020). Hal tersebut menuntut pemerintah Kota Medan perlu membuat 

pelatihan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kemampuan  ASN secara merata. Pelatihan harus 

disesuaikan dengan kompetensi dan klasifikasi usia berdasarkan competency-based training. (Valle-Cruz 2019) 

menyoroti resistensi budaya ASN pada penerapan sistem digital, (De Alwis, Andrlić, and Šostar 2022) menemukan 

bahwa tanggapan pada kemajuan teknologi hanya sekedar formalitas. Kebiasaan ASN secara manual dalam 

bekerja yang sudah diterapkan dari awal memunculkan sikap ketidakpercayaan pada sistem digital yang baru. 

Kultur tersebut menyebabkan pelambatan input data secara real-time sehingga membuat disiplin administrasi 

menjadi menurun. Change management dari Lewin 1951 dibutuhkan untuk melakukan transformasi terhadap 

budaya organisasi.  

Pelaksanaan administrasi yang efisien harus sejalan dengan layanan publik yang  efektif. Efisiensi internal 

tidak secara otomatis meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah harus menerapkan standar pelayanan digital 

yang merata untuk semua jenjang pemerintahan. Maka berdasarkan pembahasan tersebut, pemerintah kota medan 

harus memahami penerapan teori oleh Hood (1991) tentang new publik management yang menekankan tentang 

pentingnya efisiensi, efektivitas dan berorientasi pada hasil di sektor publik. E-HRM diletakkan sebagai alat 

pendukung pengelolaan kinerja secara digital untuk mengoptimalisasi beban kerja ASN. Transformasi birokrasi 

melalui E-Kinerja, E-SKP dan SIASN di Kota Medan harus mampu mengurangi waktu proses administrasi dan 

mempermudah kinerja ASN.  

Transparansi 

(Open Government Data Ecosystems: Linking Transparency for Innovation with Transparency for 

Participation and Accountability 2016) menyatakan bahwa transparansi tidak hanya mendorong keterbukaan 

namun juga harus menjamin akuntabilitas yang substantif. Penggunaan E-HRM menimbulkan kesenjangan antara 

resistensi birokrasi atau sebagai kemajuan digitalisasi kinerja ASN. (Valle-Cruz 2019) menyebutkan bahwa E-

HRM memberikan keterbukaan ruang akses kepada publik. Namun (Galetta 2019) menyanggah bahwa data 

administrasi saja yang open akses. Penempatan sebagian jabatan strukturasl di kota medan belum didukung oleh 

indikator evaluasi. Studi (Hanlon and Shroff 2022) menyebutkan pentingnya pembentukan dewan pengawas dan 

audit publik secara berkala untuk menciptakan keterbukaan informasi publik.  

(Adu, Dube, and Adjei 2016) menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan keterbukaan data tetapi 

(Chanias, Myers, and Hess 2019) pegawai yang berada pada golongan bawah tidak diberi akses terhadap informasi 

strategis organisasi. Studi kurnia 2020, information equity memberikan keterbukaan akses berdasarkan peran 

kepentingan tidak berdasarkan pangkat pada organisasi. ASN yang melakukan manipulasi terhadap sistem 

penginputan agar terlihat lebih produktif tidak dapat dibiarkan terjadi karena akan memudarkan prinsip 

transparansi birokrasi. Studi (Sarumaha, Dewi, and Batubara 2017) menyatakan bahwa belum adanya pemberian 

sangsi yang jelas kepada pegawai dengan kinerja rendah di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

lemahnya akuntabilitas sistem yang ada. Birokrasi menggunakan transparansi untuk pencitraan kepada publik. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu menghubungkan E-Kinerja dengan sistem pemberian sanksi dan 

penghargaan yang dilaporkan secara berkala. 

Sistem transparansi digital masih dipengaruhi oleh kepentingan politik (Meijer, ’T Hart, and Worthy 2018) 

menyebutkan bahwa E-HRM dapat digunakan dalam mempertahankan kekuasaan oleh elit birokrasi. Fenomena 

tersebut terjadi menjelang pilkada 2024 di Kota Medan saat pelantikan ASN tanpa adanya rekomendasi KASN. 



 Amalia Rahmadani Ilham1, Ryndian Gusti2*, Yupi Sasmita Dewi3  

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 2, 2025  

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.818 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2173 

 

 

Sistem E-HRM dalam pembuatan keputusan strategis harus melalui verifikasi lembaga independen seperti KASN. 

(Gil-Garcia, Gasco-Hernandez, and Pardo 2020) Transparansi menjadi aspek fundamental dalam tata kelola yang 

akuntabel, terbuka dan partisipatif. Sistem E-HRM mendorong terciptanya keterbukaan dan trasnparansi data 

pegawai melalui perekaman digital pada setiap proses administrasi. Selain itu juga membantu pengawasan data 

secara sistematis (Rahman et al. 2018). Berdasarkan pembahasan tersebut didapat bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia pada sektor birokrasi didukung oleh transparansi sebagai dimensi utama untuk peningkatan kinerja ASN. 

Keterbukaan informasi yang diterapkan akan meningkatkan nilai integritas organisasi dalam melakukan penilaian.  

Kinerja ASN 

Kesenjangan penerapan E-HRM ditunjukkan dari ketidak cocokan data dengan realitas yang terjadi pada 

proses administrasi ASN. Teori Performance management Armstrong, 2009 menyebutkan penilaian kinerja 

pegawai harus menyeluruh dengan hasil kerja yang nyata, motivasi individu serta keterlibatan tim (Kampkötter 

2017). Studi (Rahman and Aydin 2020) penggunaan E-HRM bersifat objektif, namun berbeda dengan (DeNisi and 

Murphy 2017) yang menyatakan pengaruh atasan masih tetap mendominasi dalam penilaian kinerja ASN. 

Penilaian kinerja pegawai dari atasan tidak boleh bersifat subjektif (Lessy and Adnyana 2024). (Laila Ali 

Marpaung and Yahya Tanjung 2023) menyebutkan SKP ASN di kota medan tidak mencerminkan pada hasil kerja 

nyata pegawai. (Gusty et al. 2020) tidak semua kreatifitas dan inovasi kinerja yang dilakukan ASN terhitung dalam 

sistem e-kinerja. pilihan menu pada e-kinerja harus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan pegawai (Purba, 

Sinaga, and Siregar 2022). 

(Simón and Esteves 2016) melihat E-HRM sebagai instrumen meritokrasi, Di Medan, ASN berprestasi 

tidak selalu naik pangkat, sedangkan yang dekat elite justru cepat dipromosikan. Maka, perlu pengawasan 

langsung oleh KASN dalam pengambilan keputusan berbasis data kinerja. Studi oleh (Rizvi and Garg 2022) E-

HRM dapat membantu kerja pegawai dengan lebih disiplin dan terstruktur. Sistem E-HRM menjadi alat 

pengawasan represif yang dapat mengurangi motivasi dan menambah beban kerja. Ketidaksesuaian tersebut 

menunjukkan ketegangan fungsi pengembangan dan kontrol pada sistem E-HRM.  

Studi (Rahman and Aydin 2020) menyebutkan penerapan E-HRM mendorong penilaian dan evaluasi 

kinerja menjadi lebih objektif. Menurut (Sary 2024), informasi dasar telah disediakan oleh sistem data digital 

pegawai berbasis merit untuk mempermudah promosi jabatan. (Gupta et al. 2022) menyebutkan bahwa jaringan 

personal dan senioritas masih mendominasi pada saat promosi bukan berdasarkan dari data yang ada di sistem E-

HRM. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara praktek manajerial dengan penggunaan teknologi. Theory 

(Becker, 1964) tentang Human Capital menyatakan bahwa pelatihan SDM dan peningkatan infrastruktur digital 

merupakan bentuk investasi dalam upaya mendorong produktivitas organisasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan pentingnya melakukan pemetaan kemampuan digital ASN 

melalui E-HRM. Hal tersebut dapat membantu integrasi aplikasi digital yang digunakan untuk membuka 

kesempatan dalam implementasi reward-based performance. Selain itu budaya birokrasi digital harus memberikan 

keadilan terhadap penilaian kinerja bukan berorientasi pada senioritas dalam objektivitas promosi dan peningkatan 

karir pegawai. 

4.  Kesimpulan 

Pembahasan studi ini menemukan bahwa penerapan E-HRM di Pemerintah Kota Medan terdapat 

kesenjangan antara hambatan struktural dengan potensi transformasi birokrasi digital. Di dalam dimensi pertama, 

efisiensi adminstrasi mengurangi proses manual yang menghasilkan pembuatan laporan kinerja secara cepat, tetapi 

pada kenyataannya terdapat ketimpangan infrastruktur digital, budaya kerja manual, dan beban kerja ganda 

administrasi. Dimensi yang kedua pada transparansi, E-HRM memberikan akses data dan kesempatan untuk 

mengontrol pelayanan publik yang lebih luas. Tetapi di Kota Medan masih terdapat intervensi kepentingan dan 

perbedaan akses informasi dari setiap jenjang ASN. Transparansi belum mempengaruhi secara substansi dalam 

pengambilan keputusan dan adanya kecenderungan manipulasi sistem yang digunakan sehingga berdampak pada 

akuntabilitas kinerja ASN. Dimensi ketiga yaitu kinerja ASN, implementasi pengukuran sistem digital 

menekankan prinsip individualistik dan mekanistik yang belum mampu mengintegrasikan inovasi substantif, 

kontribusi kelompok, maupun motivasi jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi E-HRM di Pemerintahan 

Kota Medan belum berfungsi sepenuhnya sebagai reformasi birokrasi secara digital yang efektif. Dibutuhkan 

beberapa pendekatan untuk mendukung terlaksananya program tersebut dengan mempertimbangkan dimensi 

budaya birokrasi, sosial, politik dan teknokratis 
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